OPTIMALISASI PAJAK DAERAH TERHAMBAT 3 MASALAH
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Isi Berita:

KENDAL - Pemerintah Kabupaten Kendal terus berupaya meningkatkan capaian Pajak
Daerah guna meningkatkan keuangan daerah. Namun demikian, upaya optimalisasi Pajak
Daerah sejauh ini masih menghadapi beberapa masalah yang menghambat.

Hal itu disampaikan Bupati Kendal, Dico M Ganinduto, saat menyampaikan jawaban atas
pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kendal terhadap dua raperda yang sebelumnya
diajukan Bupati, Kamis (7/9/2023). Adapun dua raperda dimaksud, yakni Raperda
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Perusahaan Perseroan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah serta Raperda
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Terkait Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini, Bupati Dico menjelaskan
langkah-langkah yang telah dilakukan Pemkab Kendal dalam ikhtiar memaksimalkan dan
mengoptimalkan serapan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya untuk sektor sektor
Pajak Daerah dan Retribusi.

"Beberapa upaya yang yang telah dilakukan Pemkab Kendal, antara lain senantiasa
melakukan inovasi dan bersinergi dengan seluruh pentahelik, seperti kegiatan
optimalisasi pelayanan pendapatan daerah, optimalisasi pemanfaatan
teknologi/digitalisasi PAD, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, retribusi daerah,
dan lain sebagainya," ungkap Bupati.

Namun demikian, Bupati Dico juga mengakui bahwa upaya optimalisasi Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah selama ini menghadapi banyak masalah yang menghambat.

Pertama, belum optimalnya sistem digitalisasi pengelolaan PAD. Kedua, tingkat
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kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi daerah yang relatif rendah.
Selain itu juga kurangnya kuantitas dan kualitas aparatur pengampu pendapatan, dan
sebagainya," terangnya.

Dalam kesempatan ini, Bupati juga menanggapi pertanyaan fraksi terkait besaran Nilai
Jual Objek Pajak (NJOP). Menurutnya, dalam menentukan besaran NJOP Pemkab sudah
memedomani Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah juncto Pasal 55 Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

"Undang-undang tersebut pada pokoknya mengatur bahwa besarnya NJOP ditetapkan
setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun
sesuai dengan perkembangan wilayahnya," ujarnya.

Sementara terkait Raperda Raperda tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan
Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah,
Bupati menyebut modal yang telah disetorkan diperhitungkan sebesar
Rp1.770.000.000,00 yang semula merupakan jumlah keseluruhan penyertaan modal
Pemerintah Kabupaten Kendal kepada PD BKK Kendal Kota.

Dengan merger 27 PD BKK di Jateng, termasuk PD BKK Kendal Kota, dan menjadi
perusahaan baru di bidang perbankan, yaitu PT BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda),
maka maka besaran penyertaan modal yang telah dilakukan Pemkab Kendal kepada PD
BKK Kendal Kota diperhitungkan sebagai penyertaan modal kepada PT. BPR BKK
Jateng (Perseroda).

"Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017
tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan
Kredit Kecamatan Jawa Tengah, terang Bupati Dico.

Dikatakan, penyertaan modal akan memberikan kemampuan perusahaan dalam
memberikan pelayanan keuangan, termasuk pemberian kredit pada sektor produktif,
sehingga dapat memberikan dampak positif di sektor pendapatan masyarakat, pendidikan,
kesehatan, dan lain-lain.

Ia juga menyampaikan, bahwa kredit yang disalurkan akan menggerakkan ekonomi lokal,
regional dan membantu secara nasional. Aspek eksternalitas yang berupa nilai-nilai
positif, seperti penyerapan tenaga kerja, penyebaran pendapatan, penurunan angka
kemiskinan, akan dicapai dengan kinerja bank yang sehat dan Produktif.

"Adapun dasar penentuan nominal penyertaan modal adalah kewajiban pemegang saham
dalam pemenuhan modal dasar, yang mana tertuang dalam Perda Provinsi Jawa Tengah,

Rencana Bisnis Perusahaan, dan rencana pengembangan perusahaan," katanya. (red/sef)
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Catatan :

e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
1. Pasal 1

a)

b)

Angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya
disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah,
retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Angka 21 menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak
adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah

kabupaten/kota terdiri atas:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);

Pajak Reklame;

Pajak Air Tanah (PAT);

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);

Pajak Sarang Burung Walet;

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

e Berdasarkan artikel tersebut di atas, terkait penyertaan modal juga akan menambah

PAD. Dengan adanya para investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan

modalnya di wilayah Pemerintah Kabupaten Kendal, merupakan salah satu modal
untuk kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
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e Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak
daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring
perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka
sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien
terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu
disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.

e Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah
yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.!

e Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang
dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai
pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan
desentralisasi-?

e Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam
mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah
dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun
pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah
memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap
pembangunan daerahnya.’

e Terkait penyertaan modal Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut:

a. Pasal 78
1) ayat (1) menyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf b pada BUMD dan/atau

badan usaha milik negara

! Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20
Kemenkeu, diakses dari : https:/djpk.kemenkeu.go.id/?ufag=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-

daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C . sesuai%?20dengan%?20peraturan%?20per
undang%?2Dundangan, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

3 jdih.babelprov , diakses dari : https:/jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-
tanpa-membebani-masyarakat, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05
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2) ayat (2) menyatakan bahwa Penyertaan modal Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang
akan disertakan dalam tahun anggran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda
mengenai penyertaan modal daerah yang bersangkutan.

3) ayat (3) menyatakan bahwa Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD
atas rancangan Perda tentang APBD.

4) ayat (4) menyatakan bahwa Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

b. Pasal 79

1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemenuhan penyertaan modal pada tahun
sebelumnya tidak diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran
penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah
ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal bersangkutan.

2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal
melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda
mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan perda
mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

c. Pasal 201 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi
dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, danf atau manfaat lainnya.
e Terkait penanaman modal diatur pada:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja:
a. Pasal 5
1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat
dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak
berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk
perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di
dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh

undang-undang.
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b. Pasal 30

1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah
menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman
modal.

2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan
penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan
penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.

2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman

Modal

a. Pasal |
1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan

usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-
sektor ekonomi.

2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk
kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun
penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik
Indonesia.

3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau
badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa
penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.

b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi
kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan
tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat
dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Disclaimer :
Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana
informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat

suatu instansi
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